
KOMISI PEMILIHAN UMUM
I(ABUPATEN BLORA

SALINAN

I{TPUTUSAIS KOUISI PETILIHAIT UUUM KABUPATEIT BLORA

Ito MoR | 7 37 I PL.O2. 6-tlpt I 33 1 6 / I{Pu -If;ab I fr J 2A2O

TEITTAITG

PEDOMAIT TEI{IUS RTKAPITI'LASI HASIL PEITGHITI'IYGAI{ SUARA

DAIT PEITETAPAIT HASIL PEMILIHAIT BT'PATI DAIT WAIfiL BUPATI BLORA

TAHIIIT 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13

huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2Ol5 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah,

teraktrir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor L Tahun 2Ol5 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2OLS tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2OL4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512, yang

menyatakan yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten

menJrusun dan menetapkan pedoman teknis untuk
setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Walikota;
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Mengingat

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65

ayat (2) Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 9

tahun 2Ot8 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Bupati dan Wakil Bupati Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara dan Penetaparl Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Blora Tahun 2O2O.

1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OL5 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pcmilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana teiah

beberapa kali diubah, terakhir dengan terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2A tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2Ol5 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 65L2);

2, Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 9 tahun 2OLB

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
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Memperhatikan

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol8 Nomor 143); sebagaimana diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 19 tahun 2O2A

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

138a);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelengga.raan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 905) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor L5 Tahun 2ALg tentang

Tahapan, Program dan Jadwal PenyelenggaraErn

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2A2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2A2O Nomor 615).

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

Nomor 3 1 / PP.0 1 . 2 -Kpt I 33 16l KPU-Kab I IX I 20 1 9 tentang

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Blora Tahun 2O2O, sebagaimana diubah terakhir dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

Nomor 42 I PP.O 1.2-Kpt I 33 16/ KPU-Kab IVI I 2O2O tentang

Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Blora Nomor 31lPP.Ol.2-

Kpt/3316/KPU-Kab lIXl 2OLg tentang Pedoman Teknis

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O.

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Blora Tanggal 30 No'rember 2O2A.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

BLORA

NUSANTARA

MEMUTUSI(AN

KEPUTUSAIY KOMISI PEMILIHAN UMUM I(ABT'PATEN

BLORA TEITTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITT'LASI

HASIL PEITGHITT'ITGAIT SUARA DAIT PEITETAPAN HASIL

PEMILIHAN BUPATI DAIT lIIAXIL BUPATI BLORA

TAIIUN 2O2O

Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

Jenis Formulir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Blora Tahun 2O2O adalah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagran yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora.

pada tanggal 30 November 2O2O.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAUAD I{IIAMDI'IT
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

NOMOR 7 37 / PL.o2.6-Kpt/33 16/KPU-Kab /K / 2o2o

TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL

PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2O2O

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2O2O

BAB I

PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O merupakan sarana

kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Blora secara

demokratis, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O merupakan salah satu

tahapan yang krusial dalam penyelengga-raan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Blora Tahun 2O2O. Untuk mewujudkan tahapan tersebut agar
/ -.-- -1 - . -.-tl1- -1 -.- I lrntr rz-1-__.- - r - - h!._ _ | /_- --_ -LCTSCICIIH,Ei:Ua UCUilJa LCTLTU tlanl larluian, A.rLJ A'aUUpaLCII I)rUIir. rrrCruPLtlryi:ll LUEaS

dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan

mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan Pedoman Teknis bagi Penyelenggara dan Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O dalam
melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O;
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c

a

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku

kepentingan tentang mekanisme serta prosedur tata ca-ra Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Blora Tahun 2020;

Agar Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan

Hasii Fcrrriiiira-rr Eupaii darr Wakii tsupaii Biura Tairul 2A2A bcrja:;a-tt

tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundarlg-

undangan yang berlaku.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi tata cara proses Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Blora Tahun 2O2O, yang terdiri dari:

1. Waktu Pelaksanaan;

2. Bentuk dan Jenis Formulir;

3. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara;

4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan;

5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten;

6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang; dan

7. Perigusuiair Ferigesaiiarr Peiigarigkatal Pasalgal Caiori Terpiiiii.

PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, selanjutnya

disebut Pilbup Blora, ada-lah pelal<sanaan kedaulatan ralqyat di wilayah

Kabupaten Blora untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung

dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU,

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional,

tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas

dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan

yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU

Fr uvilsi, atiaiair iclr'uaga pcrrycicrrgga-r a pcuriiiirarr urrrulr sc'uagaiurarrin

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara

pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan

C

D
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Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, selanjutnya disebut KPU

Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana

dima,ksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelanggara

pcrriiiiria-rr uuruur tianr diLcr iira-rr 'r.ugas urrrrycicrrg,gir akilr Fcuriiiirilr tii
Kabupaten berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang

Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia

yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Blora untuk menyelenggarakan

Pemilihan di tingkat kecamatan.

6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia

yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Blora untuk menyelenggarakan

Pemilihan di tingkat desa/ kelurahan.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS,

adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melalsanakal
pemungutan suara di Tempat Pemungutal Suara.

8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat

dila-ksaaakannya pemungutan sua-ra.

9. Badair Pcrlgawas Periiiiiiiaii 'rjuii-ur.r, seiaujuirrya disei.rui Bawasiu, adaiaii

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimala dimaksud dalam undang-undang yang

mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang

dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Frovinsi Jawa Tengah, selanjutnya

disebut Bawaslu Provinsi, adaiah lembaga penyelenggara pemilihan

umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di
wilayah provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas

dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

1i. tsadau Fcugnwas Fcuriiiirau 'r.iururu Kai; upalcl Eiur a, sciilrjuLuya disc'uui

Bawaslu Kabupaten, ada-lah yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang

bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah

Kabupaten Blora.
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t2.

13.

L4.

15.

16.

77.

18.

19.

20.

2t.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatar, selanjutnya disebut

Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu

Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di

Kecamatan;

Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, selanjutnya disingkat

Fa-rrwasiu Kciurairal/Dcsa, atiaialr pciutser.s yilrg tii'ueu'uui< uieir Falwas

Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di

desa/kelurahan.

Pengawas Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Pengawas

TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk

membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.

Pasangan Calon selanjutnya disebut Paslon adalah Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Blora yang telah memenuhi syarat dan

ditetapkan sebagai peserta Pilbup Blora tahun 2020.

Pemungutan Suara adalah proses pemberiar sua-ra oleh Pemilih di TPS

dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto dan

nama pasangan calon.

Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk
menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat siara

yaiig ,iiiiyatiekaii tidak saii, sur'ti"t suaia Jaiig tidair ,jiguriairaii rjail suiai
suara yang rusak/ keliru coblos.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil

penghitungan perolehan sua.ra oleh PPK, KPU Kabupaten.

Surat Sua-ra adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara

yalg berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan

oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat

nomor urut, foto dan nama Pasangan Ca-lon.

Saksi Pasangan Ca-lon selanjutnya disebut Saksi adalah seeorang yang

mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye

untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di

TPS serta rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan

yarlg terdaftar di Pemerintah, yang menda-ftar dan telah memperoleh

ai<r ctiii.asi dari KFU Ka'uupaicu Biura uliuk lrciakuirau pcurilriauilr
pemilihan.
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22. Pemarrtav Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang

mendaJtar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melatukan

pemantauan Pemilihan.

23. Sistem Informasi Rekapitulasi yang selaajutnya disebut Sirekap adalah

perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sa-rana publikasi

itasii Fcugiri'rulgal su'i1a tiau Rckapii-uiasi Hasii Pclgiriiutrgau suila
serta alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan.

24. Hari adalah hari kalender.

ASAS PEI{YELENGGARAAN

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilbup Blora

dilakukan berdasarkan asas :

1. Mandiri

2. Jujur
3. Adil

4. Kepastian Hukum

5. Tertib

6. Kepentingan Umum

7. Keterbukaan

8. Proporsionalitas

9. Profesionalitas

10. Akuntabilitas

11. Efisiensi

12. Efektivitas; dan

13. Aksesibilitas.

BAB II

PELAKSANAAN DAN FORMULIR

i

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Blora dilakukan secara

berjenjang sebagai berikut:

a. Tingkat Kecamatan; dan

b. Tingkat Kabupaten.

2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Sua-ra dilakukan berjenjang dilakukan oleh:
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a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan;

b. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi pada tingkat Kabupaten.

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara dalam Pilbup Blora, terdiri atas formulir:

a. Model D-Hasil Kecamatan-KwK merupakan Berita Acara dan sertifikasi

Rckapi L uiasi Hasii Fcugirii ulgir..u S ua-r a tii iilgkat Kecalraitur,

b. Model D.Hasil kabupaten/Kota-KwK merupakan berita acara dan

sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat

kabupaten/kota;

c. Model D.Kejadian Khusus dan I atau Keberatan Kecamatan-KWK

merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi daiam

pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat

Kecamatan.

d. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Koa-KWK

merupakan catatan kejadian khusus dana/atatu keberatan Saksi dalam

pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat

kabupaten/kota;

BAB III

PEIVYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

menerima kota-k suara dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK.

wajib:

mengumumkan formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS yang

diperoleh dari KPPS melalui Sirekap di wilayah kerjanya pada tempat yang

mudah diakses oleh masyarakat, selama 7 (tujuh) hari;

menjaga dan mengamankan kotak suara yang berisi dokumen hasil

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dan tidak membuka,

tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat

Suai a, atau tirjair uierigiiiiaiigiraii irotajr suara;

meneruskan kotak suara yalg masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah

ke{anya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan

Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat; dan

membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara di kecamatan.

1. PPS

2. PPS

a.

b.

c.

d.
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3. PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel kepada PPK

yang berisi dokumen hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS

sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c.

4. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan

transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat

lrcurcrruiri kclcrrlurur sc'uagailuarra tiiurir-ksuti 1;atia ilr$ka 2 iruruf u, PFS

menyampaikan kotak sua.ra kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah

Pemungutan Suara.

5. PPK membuat berita acara penerimaan kotak sua-ra .

6. PPK wajib menyimpan kotak sua.ra pada tempat yang memadai dan dapat

dijamin keamanannya.

BAB IV

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

a. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam

rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari seluruh TPS

di wilayah kerja PPS.

b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

dengan membagi jumlah Desa/Kelurahan dalam wilayah kerja PPK.

c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat

dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
-7 f 7-t-- - nnr- , !!l- -.-- -- - !1 -.- -..- ,1 - ! - -, - -i(-l.. r\'CL(liC. rrl}. waJrU ruCIIyaruPirJK,all litlraL UrruirurElirur r(CPa(la IJCSCTLa

rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana angka 1

huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dihadiri oleh:

1) Saksi;

2l Panwaslu Kecamatan; dan

3) PPS dan Sekretariat PPS.

f. Surat undangan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, harus

dicantumkan ketentuan mengenai:

1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara;
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2l tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di

PPK pada wilayah kerja PPK;

4l masing-masing Paslon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2

(dua) orang yang bertugas secara bergantian;

5) da.ra-rtr irtei Rekapiiuiasi diiirkukiur sceautr 1-rtriiriei, Pasairgilr

Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang

untuk setiap kelompok yang bertugas seca-ra bergantian;

6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang

ditandatangani oleh Paslon atau tim kampanye Paslon tingkat

Kabupaten; dan

7l peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus

hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.

g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing,

masyarakat dan instansi terkait.

h. Dalam hal saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam

rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara sebagaimana pada

huruf e, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di
.-!--. 

-1.--a-1. - - - .- 4 -r - -. -l?1,...-..:--.r-t-.- -.Lu rBr{,al b.cuicluic.Lar r LC LaIJ uuar rJ u Lr{,ar l.

i. PPK dapat menghadirkan Ketua atau Anggota KPPS sebagai peserta

rapat rekapitulasi penghitungan suara.

Pembagian Tugas

a. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK,

Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk
melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu

wilayah desa/ kelurahan.

b. Pembagian tugas sebagai berikut:

1) Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara;

2l anggota PPK dibantu Sekretariat PPK bertugas menyiapkan data
hasil Penghitungan Suara di TPS, dan Kotak Suara;

3) ketua atau anggota PPS bertugas membacakan formulir Model

c.Hasii-icvvK, ciiur

4l sekretariat PPK dibantu sekretariat pps bertugas
mengoperasikan Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan mencetak formulir Model D.Hasil

i
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J

Kecamatan-KwK yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara tingkat kecamatan.

c. Dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di

tingkat kecamatan, PPK menampilkan data rekapitulasi hasil

penghitungan sua-ra menggunakan LCD projedor.

Fer ryitipar r Fei ieugkapeil r

a. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara.

b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri

atas:

1) ruang rapat;

2) Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara yang digunakan untuk mencetak formulir Model D.Hasil

Kecamatan KWK;

3) formulir yang digunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, selain formulir

sebagaimana dimaksud dalam angka 2;

4l kotak suara tersegel yang berisi surat sua-ra dan formulir hasil

pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;

5) 1 (satu) kotak suara kosong yang digunakan untuk menyimpan

formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat

kecamatan;

6) sarana dan prasarana penggunaan Sirekap; dan
Fl -: - --1.--.-.- --1- - ..- -* --- L, : -- .,- -. --t ) IJcrrcrrBr,lalJarr raurrrya.

c. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b angka 1) dengan

mempertimbangkan:

1) kapasitas peserta rapat; dan

2l penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.

d. Formulir rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri dari:

1) Model D.Hasil Kecamatan-KWK;

2l Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;

dan;

3) Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK'
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Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam

Lampiran yang merupalan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b

angka 7) untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri

alas:

1) sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah untuk Pibup Blora;

2l sampul sebanyak 1 (satu) buah untuk memuat kabel ties kotak

suara;

3) segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk Pilbup Blora

ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;

4l spidol sebanyak 2 (dua) buah;

5) ballpoint sebanyak 8 (delapan) buah;

6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;

7\ alat tulis kantor, termasuk tinta printer; dan

8) daftar hadir peserta rapat.

Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan

untuk memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model

D.Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model

D. Da-itil- iiatlii Ketzur-ratn ri-IiffK.

Segel sebagaimaaa dimaksud pada huruf f angka 3) digunakan

dengan cara ditempel pada:

1) sampul kertas yang memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan-

KWK, Model D.Kejadian Khusus dan /atau Keberatan

Kecamatan-KWK, dan Model.Da-ftar Hadir Kecamatan-KWK,

sebanyak 1 (satu) lembar;

2\ lubang kabel ties dan lubang kotak suara yang memuat

dokumen sebagaimala dimaksud dalam angka 1);

3) lubang kabel ties untuk kotak suara dari TPS yang berisi

dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan

4l sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.

PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

a. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan

dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan

dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.

e

f

h

B
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b. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara.

c. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:

1) agenda raPat;

Zl tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat

Kecrurrtr.itur; titur

3) anggota PPS, sekretariat PPS dan sekretariat PPK membantu

ppK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

di tingkat kecamataa.

d. pPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terhadap

hasil Penghitungan Suara di seluruh TPS dalam 1 (satu) wilayah

kecamatan.

e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan secara

bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan

mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.

f. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana

dengan mekanisme sebagai berikut:

1) memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di

wilayah kerjanya;
nt ..:--.-.1.--..- --a-r-1----...-- n-t ---:,--l--! ?r--!l n_-_--1-!'' -'2i ffiefiltd.pi<-arr iti:dl AEtr'rLU f(er{.aprlurasl flasrr rYIIErrILuIrEi{rI Duana

tingkat kecamatan;

3) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam

Angka 3 huruf b angka 4);

4) mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang

berisi formulir Model C.Hasil-l(MK dari kotak suara;

5) membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model

C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir

untuk setiap desa /kelurahan;
6) mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan

data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS

yang tercantum dalam Sirekap;

7) melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat

perbedaan data;

8) urerruuuukkar tiala daiauu iurnruiir iviotici'C.Hasii-KWK tiurrgal

Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu

Kecamatan;

t
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9) membacakan kejadian khusus dan/ atau keberatan Saksi

dan latau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta

status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang

tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-

iCrilK;

10) menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus

dan/atau keberatan yalg terjadi di TPS;

11) membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap; dan

12) menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat
kecamatan.

Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan

terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Da-lam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, ppK

wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan
peiri rdaiig- u ridart g-ar i.

Dalam hal keberatan yaag diajukan Saksi atau panwaslu Kecamatan

dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.

Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, ppK

meminta pendapat Panwaslu Kecamatan yang hadir.
Da1am hal pendapat diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, ppK

wajib menindaklanjuti rekomendasi panwaslu Kecamatan sesuai
dengan jadwal Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara yang telah
ditetapkan.

Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan disampaikal pada

akhir jadwal Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara, ppK mencatat
sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus
dan/atau Keberatan Kecamatan-KwK untuk ditindaklanjuti dalam
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten.
FFK wajib r,c,catat periri-rciuiilr riata scbagai,rr,ra tiiiiriri<suti pada
huruf f angka 7 dan seluruh kejadian khusus dan/ atau keberatan
serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapat

h

J

1

k

I

lr1.
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w

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model

D. Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Kecamatan- KWK.

Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model C.Hasil-

KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan

Panwaslu Kecamatan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam
f 1 ' lr- -' 7 

^ 
tr- -:7 aTftar7iuilrruur- Nruuer u.r lanirr-I\w I\,.

Dalam hal perbedaan data sebagaimana dimaksud pada huruf n

tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan surat suara.

PPK mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di tingkat kecamatan melalui Sirekap

menggunakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KwK, dan

memberikan kepada pa-ra Saksi dan Panwaslu Kecamatan.

PPK, para Saksi dan Panwaslu Kecamatan memeriksa dan

mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil

Kecamatan-KWK.

Da-lam hal terdapat kesalahan penulisan, PPK melakukan

pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil

Kecamatan-KWK.

Ketua PPK dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK

menandatangani formulir Mode1 D.Hasil Kecamatan-KwK, dan dapat

ditandatangani oleh Saksi.

Dalam hal ketua dan anggota PPK serta Saksi yang hadir tidak

bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh

anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
nnYz .----1--1--1-.- -- ---.,--:-----1.- l.--- ).--^-7-.-.-A--.- f,,-,-----t:-"- rr.- l-- t n tr- -.!,rrh. lrrErir-Kur{.ic-rr pclrlurua.r...a-rl Lcr lrauap rul lrru[l rvruutrr rJ.nasrr

Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani.

PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kecamatan-

KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan

rekapitulasi tingkat kabupaten.

PPK wajib menyampaikan salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-

KWK berupa hasil pindai sebagaimana dimaksud dalam huruf v
kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan.

Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara di tingkat kecamatan, salinan formulir Model D.Hasil

Kecamatan-KWK dapat diperoleh dari PPK atau KPU Kabupaten.

q

r

S

t

u

v

x.
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c Penyelesaian Keberatan

a. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, dan
Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau pemilihan Asing

untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil penghitungan

Suara.

b. Dokumentasi dapat berupa foto dan/atau video.

y. PPK atau KUP Kabupaten memberikan tanda terima penyampaian

sa-linan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK kepada Saksi dan

Panwaslu Kecamatan.

z. Format tanda terima sebagaimana ditetapkan oleh KPU.

aa. PPK mengumumkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KwK di

ierrrpai yang uiutiai: tiiairses uiei: uiasyarakai seiat:a 7 (tujuir) irar'i.

bb. PPK memasukkan kemba-li formulir Model C.Hasil KWK ke dalam

kotak suara yang memuat dokumen dari TPS.

cc. PPK memasukkan ke dalam kotak sua.ra untuk menyimpal formulir

Rekapitulasi Penghitungan Suara yang terdiri atas:

1) Model D.Hasil Kecamataa-KWK;

2) Model D.Kejadian Khusus danlatau Keberatan Kecamatan-KWK;

dan

3) Model D.Daftar Hadir Kecamatan-I(WK

dd. PPK memasang kabel ties lainnya pada kotak suara sebagaimana

dimaksud huruf bb dan cc serta menempel segel.

ee. PPK wajib segera menyerahkan kotak suara yang telah tersegel

kepada KPU Kabupaten.

ff. Penyerahaa kotak suara disertai dengan surat pengantar.

tst. r,urrrral surar. IJcrlgarr Lar (rrtetapKalt oierr r\ru
hh. KPU Kabupaten membuat tanda terima atas penerimaan kotak suara

dari PPK

ii. KPU Kabupaten wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang

memadai dan dapat dijamin keamanannya.

ij Format tanda terima ditetapkan oleh KPU.
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BAB V

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

a. KPU Kabupaten melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari

PPK sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka t huruf ee.

b. KPU Kabupaten menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dengan membagi jumlah kecamatan dalam

wiiaya)t kerja KPU Kabupaieii.

c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungal Suara

dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat

dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

d. Ketua KPU Kabupaten wajib menyampaikan surat undangan kepada

peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat I
(satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.

e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dihadiri oleh:

1) Saksi

2l Bawaslu Kabupaten; dan

3) PPK.

f. Surat undangan harus dicantumkan ketentuan mengenai:

1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungaa

Suara;

2l tempat pelaksanaal rapat Rekapitulasi Hasil penghitungan

Suara;

3) jadwal aca-ra rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di
KPU Kabupaten;

4l masing-masing Paslon dapat mengajukan Sa-ksi paling banyak 4
(errtpat) or-ang <ieirgaii ketciiiua-ii p.aiirtg b.atty.ak 2 (duai oralg
sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara;

5) setiap Saksi hanya dapat meqjadi Saksi untuk I (satu) paslon;

6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang

ditandatangaai oleh Paslon atau tim kampanye paslon tingkat
Kabupaten; dan

7l peserta rapat Rekapitulasi Hasil penghitungaa Suara harus
hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undajrgan rapat.
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g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh

Pemantau Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan

instansi terkait.

h. Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten tidak hadir dalam

Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, pelaksanaan rapat

Rckapiluiasi Hasii pcngiritungtur Sutua di i-ingkat Kabupatcri iciap

dilanjutkan.

Penyiapan Perlengkapaa

a. KPU Kabupaten menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam BAB V huruf A

angka t hurufa Pasal 21 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum

pelalsanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri

atas:

1) ruang rapat;

2l Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara yang digunakan untuk mencetak formulir Model D.Hasil

Kabupaten-KWK;

3) formulir yang digunakan dalam rapat Rekapituiasi Hasil

Perghitungarr Suaia di iirigkai ka'oupaicrr, sciaiu iornuiir
sebagaimala dimaksud dalam angka 2;

4\ kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di tingkat PPK;

5) sarana dan prasarana penggunaan Sirekap; dan

6) perlengkapanlainnya.

c. KPU Kabupaten menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dengaa mempertimbangkan:

1) kapasitas peserta rapat; dan

2l penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.

d. Formulir sebagaimana dimaksud Angka 2 huruf b terdiri atas:

U Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;

2l Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-
KWK; dan

3) Model D.Daftar Hadir Kabupaten/ Kota-KWK.Model DB 1-KWK;

e. Formulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

f. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
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1) sampul kertas sebanyak 1 (satu) buah untuk menyimpan formulir

sebagaimana dimaksud dalam huruf d;

2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk kabel ties;

3) sampul kertas sejumlah kecamatan untuk menyimpan kembali

formulir sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf A Angka 1

irurui ti yang i-ciair ciibuka;

4) segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara dari PPK;

5) spidol sebanyal< 2 (dua) buah;

6) ballpoint sebanyak 4 (empat) buah;

7) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;

8) alat tulis kantor, termasuk tinta printer; dan

9) daftar hadir peserta rapat.

g. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 4 digunakan untuk
menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

a. Ketua darl Anggota KPU Kabupaten membuka rapat Rekapitulasi

Hasii Ferrgiiiturigair Suar a.

b. Ketua KPU Kabupaten memberikaa penjelasan mengenai:

1) agenda rapat;

2l tata ca,ra Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat
Kabupaten.

c. KPU Kabupaten melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

dengan langkah sebagai berikut:

1) memastikan kelengkapaa kotak suara dan data Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara dari seluruh PPK di wilayah kerjanya;
2l menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara

tingkat kabupaten;

3) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam

Angka 2 Hurufb angka2l;
4l mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi

fr.rnrruiir ivlodci D.Hasil Kecarnatal-i{$i K dad kotirk suia:a;

5) membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model

D.Hasil Kecamatan-KWK dari ppK pertama sampai dengan ppK

terakhir dalam wilayah kerja daerah kabupaten;
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6) mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-

KWK dengan data hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

ditingkat kecamatan yang tercantum dalam Sirekap;

7) melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat

perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f;

Ei nrunuouukkan dala daianrr forn:uiir Mociel D.iiasii Kecannatan-

KWK dengan salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KwK

yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten;

9) membacakan kejadian khusus danf atau keberatan Saksi

dan/atau Panwaslu Kecamatan serta status penyelesaiannya

yang terjadi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam

Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;

10) menyelesaikan apabila masih terdapat kejadian khusus

dan/atau keberatan yang terjadi pada Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;

11) membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara tingkat kabupaten ke dalam Sirekap; dan

12). menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat
I _ 1_ _ _riauuIJaLcu.

d. Saksi atau Bawaslu Kabupaten dapat mengqjukan keberatan

terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara kepada KPU Kabupaten, apabila terdapat hal yang tidak sesuai

dengan ketentu an peratu ran peru ndang- u ndangan.

e. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Kabupaten, KPU

Kabupaten wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

f. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Kabupaten

dapat diterima, KPU Kabupaten seketika melakukan pembetulan.

g. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPU

Kabupaten meminta pendapat Bawaslu Kabupaten yang hadir.

h. Dalam hal pendapat diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, KPU

Kai:upalen w4iiir mcnintiakiarrjuti rukonrendas'i Btrwas'iu Kai,,upa'rcrr

sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang

telah ditetapkan.
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1. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten disampaikan pada akhir
jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, KPU Kabupaten

mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian

Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati; dan

KFU Katrupaterr wajib mrerrcttlal pettrbeLularr tiala sebagairrrarra

dimaksud pada Angka t huruf g dan seluruh kejadian khusus

dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada

saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir

Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-

KWK.

Dalam hal terdapat perbedaan data antar:a formulir Model D.Hasil

Kecamatan-KWK dan salinan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang

dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten, KPU Kabupaten

menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D.Hasil

Kecamatan-KWK.

KPU Kabupaten mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten melalui Sirekap

menggunakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan
----.--1- -.-:t---- 1------l- ,.--,-* n-1 --!- -1 --..-. n------.-1-- tz-l----.--.-.-rrrgrrrucl'rr{arr KcIJaua tr'dla Daxsr uarr Dawasru h.auupatgrr.

KPU Kabupaten, para Saksi dan Bawaslu Kabupaten memeriksa dan

mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kabupaten-

KWK.

Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, KPU Kabupaten melakukan

pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil

Kabupaten/ Kota-KWK.

Ketua KPU Kabupaten dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPU

Kabupaten menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-

KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.

Dalam hal ketua dan anggota KPU Kabupaten serta Saksi yang hadir
tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani

oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir yang

bersedia menandatangani.

KtrU Kabupaten rneiakuka.n periritrtiaian Ler-tradap iorrnuiir' Mrldci

D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani.

KPU Kabupaten mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil

Kabupaten/Kota-KWK ke dalam sirekap sebagai bahan publikasi.
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s. KPU Kabupaten wajib menyampaikan salinan formulir Model D.Hasil

Kabupaten/Kota-KwK berupa hasil pindai kepada Saksi dan Bawaslu

Kabupaten.

t. Dalam hal Sal<si tidak hadir dalam Rekapitulasi di tingkat

kabupaten, salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK

eiapai dipcroleh dari KPU Kabupaierr.

u. KPU Kabupaten memberikan tanda terima penyampaian salinan

formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK kepada Saksi dan

Bawaslu Kabupaten.

v. Format tanda terima ditetapkan oleh KPU.

w. KPU Kabupaten menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora dengan keputusan KPU

Kabupaten.

x. Keputusaan KPU Kabupaten tentang Rekapituiasi Hasil

Penghitungan Suara digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan

Ca-lon Bupati dan Wal<il Bupati Blora terpilih.

y. KPU Kabupaten mengirimkan dokumen Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di tingkat kabupaten kepada KPU melalui

Sirekap, pada hari yang sama dengan penetapan hasil rekapitulasi,

untuk rjiui[uiiikai di iaiit: i KFU, y aiig rliciipuii.

1) naskah asli elektronik (softcopy) formulir Model D.Hasil

Kabupaten/ Kota-KWK; dan

2) naskah asli elektronik (softcopy) salinan Keputusan KPU

Kabupaten tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara sebagaimana dimaksud huruf w.

z. KPU/KIP Kabupaten mengumumkan formulir Modei D.Hasil

Kabupaten/Kota-l(WK dan salinan Keputusan sebagaimana

dimaksud huruf w) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di

laman KPU Kabupaten dan/ atau tempat yang mudah diakses oleh

masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

aa. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten wajib

menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:

1) kotak sua-ra yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK,

rvruucl r,,.r\cJaulitrr r\rlutius uaaltldtzLu Acucr atii.tl l\rcitrllaLiiJl-r\w !1,,

dan Model D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK untuk seluruh

kecamatan dalam keadaan disegel; dan
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2) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di

wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.

bb. KPU Kabupaten memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu

Kabupaten, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, dan Pemantau

Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil

Fcrrgiriturrga,rr Suau a.

cc. Dokumentasi sebagaimana) dapat berupa foto dart/ atau video.

BAB VI

SISTEM INFORMASI REKAPITULASI

1. KPU menggunakal aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap

sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara.

2. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penggunaan Sirekap terdiri atas:

a. komputer/laptop;

b. printer;

c. LCD projector;

d. apiiicasi Sirckap; dal
e. jaringan internet.

3. Sarana dan prasarana disediakan oleh PPK, KPU Kabupaten.

4. Sarana dan prasarana harus tersedia paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari
Pemungutan Suara.

5. Tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berada di
lokasi yang terdapat jaringan internet.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sirekap dalam Rekapitulasi Hasil

Penghitungaa Suara ditetapkan oleh KPU.

BAB VI

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

1. Paslon terpilih adalah Paslon yang memperoleh suara terbanyak.

2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengaa jumlah yang sama diperoleh oleh
lebih dari 1 (satu) Paslon, Paslon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran

wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Dalam hal lebih dari 1 (satu) Paslon Bupati dan Walil Bupati memperoleh

suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Paslon terpilih ditentukan

berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat

Kecamatan.

Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat Kecamatan sebagaimana

dirnaksuti pad€r argka 3 rrasili saJrra, Paslorl terpiiih diterrtukan bertiasar'karr

persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat Desa/Kelurahan.

Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat Desa/ Kelurahan

sebagaimana dimaksud pada angka 4 masih sama, Paslon terpilih ditentukan

berdasarkan persebaran perolehan suara y€Lng lebih luas di tingkat TPS.

KPU Kabupaten menetapkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam

rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:

a. Paslon Bupati dan Wakil Bupati;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan

c. Bawaslu Kabupaten.

Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Paslon terpilih.

KPU Kabupaten menyampaikan Berita Acara pada hari yang sama kepada:

a. DPRD Kabupaten;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon;

c. Paslon tei'piiiir;

d. KPU; dan

e. Bawaslu Kabupaten.

Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud

pada angka 6 ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten.

Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilakukan paling lama 3

(tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi melakukan registrasi perkara

perselisihan hasil pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.

Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan

kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Paslon terpilih dilakukan paling

lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.

Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Paslon terpilih

sebagaimana dima,ksud pada angka 9 dilakukan setelah hasil Pemungutan

atau Peughitungarr Sua:'a ulang diputuska:r oieii lviatrkarnal Konstitusi.

KPU Kabupaten mengumumkan penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati

terpilih di papan pengumuman dan laman KPU atau tempat yang mudah

diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
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BABVII

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU

Kabupaten dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:

a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan seca-ra tertutup;

b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang

terang atau yarg kuralrg mendapat peneralgar cahaya;

c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang

kurang jelas;

d. Reicapituiasi Hasii Penghitungaji Suar-a dicatat dettgan tuiisart yartg

kurang jelas;

e. Saksi, Pengawas Pemilihaa dan warga masyarakat tidak dapat

menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;

f. Kerusuhan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

tidak dapat dilanjutkan; dan/atau

g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilalukan di luar tempat atau

waktu yang telah ditentukan.

Selain keadaan tertentu sebagaimana dimalsud pada angka 1, Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah

Konstitusi.

Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis

mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan

Maikamah Konstitusi.

Dalam hal teq'adi keadaan sebagaimana dimal<sud pada angka 1, Saksi atau

Parrwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten dapat mengusulkaa untuk

dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU

Kabupaten yang bersangkutan.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang, harus dilaksanakan dan selesai

pada tturggai peiaksairaa.ii r ekapituiasi.

Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang

disebabkan oleh kerusuhan sebagaimana dimaksud pada angka t huruf f,
rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari dan tanggal

pemungutan suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kabupaten.

Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap

prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang
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kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundarg-undangar.

8. Mekanisme pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara di

tingkat kecamatan sebagaimana dimalsud dalam BAB IV Huruf B Angka 1

huruf g sampai dengan huruf m berlal<u mutatis mutandis untuk pengajuan

kebcratal patia Rekapituiasi Pcrrghiturrga-rr Sua:'a uiang di tirrgkat keczurralarr.

9. Saksi atau Bawaslu Kabupaten dapat mengajukan keberatan terhadap

prosedur dan/ atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di

tingkat kabupaten kepada KPU Kabupaten apabila terdapat hal yang tidak

sesuai dengan ketentuan peraturar perundang-undangan.

10. Mekanisme pengajuan keberatan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara di

tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud da.lam BAB V Huruf B Angka

t huruf d samapai dengan j berlaku mutatis mutandis untuk pengajuaa

keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang di tingkat kabupaten

BAB VIII

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. KPU Kabupaten menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan

Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada Dewan Perwakilan Ral<yat

Daera,h Kabupaten.

2. Penyampaian berita acara dan Keputusan tentang penetapan Paslon Bupati dan

Wakil Bupati terpilih dilakukan 1 (satu) hari setelah Paslon Bupati dan Wakil

Bupati terpilih ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat Calon Bupati dan wakil Bupati terpilih yang ditetapkan

sebagai teisarlg-lia riugaan iiridak pidaria korupsi, rjaiadi prei:gusuian

pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1dan angka 2,KPU Kabupaten

menyampaikan pemberitahual kepada Gubemur.

4. Dalam hal sejak penetapan Paslon terpilih sampai dengan pengusulan

pelantikan, sala,h satu Calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap,

mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Kabupaten

mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi

syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Paslon,

meskipun tidak berpasangan.

5. Dalam hal sejak penetapan Paslon terpilih sampai dengan pengusulan

pelantikan, salah satu Calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau

terpidana, KPU Kabupaten mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap
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Paslon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih

telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan

Paslon.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan,

bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanal<an pada wilayah

kerja PPK, KPU Kabupaten dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan

rekapitulasi di ibukota kabupaten.

KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan Kepolisian Resor dalam

pelaksalaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU

Kabupaten dalam penyelenggaraan Pilbup Blora.

r\ru l\auulJarcrr uapa[ ucKcrJasarlla ucrrg,i r rcrlrcr rlr liir.r L-racl ittl 
^auupatcrr

dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada

tingkat Kabupaten.

PPK dapat bekerjasama dengan Kecamatan dalam penyediaal fasilitas untuk
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK

Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang

Pilbup Blora masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kabupaten

menetapkan kembali PPS dan PPK.

Perselisihan hasil Pilbup Blora diselesaikan sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan.

KPU Kabupaten dapat membuka kotal< suara untuk mengambil formulir yang

digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.

Pembukaan kotak suara dibuka dengan ketentuan:

a. berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten dan Kepolisian Resor dalam

pcliil(si4llaanl pcrrruuKanilr KU Liil( suitl a,

b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;

c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di
persidalgan;

d. memasukkan kembali lormulir asli yang telah selesai digandakan ke

dalam kotak suara dan dikunci seperti semula;

e. melegalisasi fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b di
kantor pos;
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f. membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani oleh

Ketua KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten.

9. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di

PPK dan KPU Kabupaten dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Tentang Pemilihan.

10. Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan

hasil Pemilihan dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon berpedoman pada

Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, danlatau Bupati dan Wakil Bupati dengan Satu Pasangam

Calon, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Komisi ini

11. KPU Kabupaten menetapkan Paslon terpilih dalam Pemilihan dengan 1 (satu)

Paslon, apabila memperoleh lebih dari 507o (lima puluh persen) suara sah pada

kolom yang memuat foto dan nama Paslon.

L2. Apabila perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon

kurang dari atau sama dengan 5Oo/o (lima puluh persen) sebagaimana

dimaksud dalam angka 11, KPU Kabupaten menetapkan penyelenggaraa€ul

Pemilihan kembali pada pemilihan serentak periode berikutnya.

BAB X

PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapara Hasil Pilbup Blora tahun

2020.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal30 November 2O2A

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT PEMILIHAN UMUM Ttd,

MOHAMJAD KHAUDUN

ARA
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN

KABUPATEN BLORA

Nomor 7 37 I PL.O2.6- Kpt/ 3 3 16 / KPU- Kab I Xl / 2O2O

TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI

PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2O2O

UMUM

HASIL

HASIL

JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2O2O

NO KODE NAMA

MODEL D-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil
Penghitungan Suara di Tingkat TPS

,2 MODEL D1--KWK Berita Acara Pengembatian Surat Pemberitahuan (

Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi

3 MODEL D2-KWK Rekapitulasi Pengembalian C6-KWK yang Tidak
Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Wilayah
Desa/Kelurahan dalam Pilbup Blora tahun 2O2O

4 MODEL

DAA.PLANO-KWK

Catatan Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS
dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat
Kecamatan dalam Pilbup Blora tahun 2O2O

5 MODEL DAA-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari
Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di
Tingkat Kecamatan dalam Pilbup Blora tahun 2O2O

6 MODEL DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
di Tingkat Kecamatan dalam Pilbup Blora tahun
2020

7 MODEL DAI-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari
Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam
Pilbup Blora tahun 2O2O

8 MODEL

DA l.PLANO-KWK

Catatan Hasil Penghitungan Suara dari Setiap
Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pilbup Blora
tahun 2O2O

9 MODEL DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi
dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pilbup
Blora Tahun 2018

10. MODEL DA3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan Suara
dan Penghitungan Suara dari TPS dalam Pilbup
Blora tahun 2O2O

11. MODEL DA4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil
Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat
Kecamatan

1.
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L2. MODEL DAs-KWK Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan
Sertifikat Rekapitulaasi Hasil Penghitungan Suara di
Tingkat Kecamatan dalam Pilbup Blora tahun 2O2O

13. MODEL DA6-KWK Undangan Rapat Rekapitulaasi Hasil Penghitungan
Suara di Tingkat Kecamatan

14. MODEL DA7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulaasi
Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan

Hasil

15. Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun
2020.

16. Model DBI-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap
Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam dalam
Pilbup Blora tahun 2O2O.

17. Model DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi
dalarn Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pilbup
Blora tahun 2O2O.

18. Model DB3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan
dalam Pilbup Blora tahun 2O2O.

19. Model DB4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
Tingkat Kabupaten.

20 Model DBS-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan
Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten
dalam Pilbup Blora tahun 2O2O.

2t Model DB6-KWK Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten.

22 Model DB7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi
Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dalam Pilbup
Blora tahun 2O2O

23. Mode1 DB8-KWK Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-
KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap
Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten dalam
Pemilihan Bupati dan Waklil Bupati Blora Tahun
2020.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 30 November 2O2O

SEKR
Salinan sesuai dengan aslinya

SI PEMILIHAN UMUM
BLORA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

Ttd,
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